
Lingkungan Provinsi Djawa Tim r, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Isti ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tcntang erubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar d · Kota-kota ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Ta un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indo esia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beb rapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang- ndang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, 

1950 tentang 
Besar dalam 

iengingat g Dasar Negara 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 T 
Pembentukan Daerah-daerah 

bahwa untuk menindaklanjuti ke entuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T un 20 19 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen latur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Ked dukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pernberdayaan Masyarakat, Perempu dan Perlindungan 
Anak; 

enimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA E A 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN NGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, P REMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 76 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1 I Dacrah adalah Kota Pekalongan. 
21 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u san pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon 
4 Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pek ongan. 

KEDUDUKAN, 
FUNGSI SERTA 

MASYARAKAT, 

PERATURAN WALIKOTA TENTA 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D 
TATA KERJA DINAS PEMBERDAY 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN A 

enetapkan 

MEMUTUSKAN: 

un 2016 tentang 
Republik Indonesia 
Lembaran Negara 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Perangkat Daerah (Lembaran Negar 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambah 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Ta un 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Per gkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5) sebag · rana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota P kalongan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubah Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Te tang Pernbentukan 
Dan Susunan Perangkat Daer Kota Pekalongan 
[Lernbaran Daerah Kota Pekalo , gan Tahun 2020 
Nomor 3); 

Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 ahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotama ya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten D erah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daer Tingkat II Batang 
[Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indo esia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan raturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas 



Pasal 3 

S sunan Organisasi DPMPPA terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; d 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan M syarakat 
1. Seksi Kelembagaan Masyarakat; dan 
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

d. Bidang Pemberdayaan Perernpuan, Pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutam an Gender; 
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan 
3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak. 

d. UPTD; dan 
d, Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA I 

INAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DA PERLINDUNGAN 
ANAK 

Bagian Kesa.tu 
Kedudukan 

Pasal 2 
(1 DPMPPA adalah rnerupakan unsur pelaksana urusan emerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah bidang pemberda a.an masyarakat, 
perempuan dan perlindungan anak. 

(2) DPMPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpi oleh Kepala Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jaw kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perernpuan dan erlindungan Anak 
yang selanjutnya disingkat DPMPPA adalah Di as Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota ekalongan. 

7 Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Mas arakat, Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. 

8 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disi gkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanak kegiatan teknis 
operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang terten u. 

9 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang m nunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam 
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasny didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat andiri. 

1 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jaba an fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat n fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai keahlianya. 



Pasal 7 
( 1 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang cl am melaksanakan 

tugasnya berada di bawah clan bertanggungjawab kep da Kepala Dinas. 
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan peng lolaan administrasi 
umum clan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, 
anggaran, evaluasi clan pelaporan kinerja serta admini trasi keuangan. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal6 
D lam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pa a Pasal 5, Kepala 
D nas menyelenggarakan fungsi: 
a perumusan dan penetapan sasaran, program bid ng pemberdayaan 

masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak; 
b perurnusan kebijakan bidang pemberdayaan masyara at, perempuan dan 

perlindungan perempuan dan anak; 
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pere puan, pemenuhan 
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bi ang pemberdayaan 
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyar at; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang 
kesekretariatan; 

f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pel yanan (SP) biclang 
tugasnya; 

g. pengoorclinasian pengendalian, pengawasan, pembin an, pengevaluasian 
clan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksana tugas; dan 

h pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali ota sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 5 
K pala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota d lam melaksanakan 
u usan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang 
p mberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindung perempuan dan 

ak. 

Pasal 4 

gan susunan organisasi DPMPPA sebagaimana dimak ud dalam Pasal 3 
t rcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid terpisahkan dari 
P raturan Walikota ini. 



(2) 

Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuan 

Pasal 9 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipi pin oleh scorang 
Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasny berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi clan Keuangan mempfnyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang perencana , evaluasi dan 

keuangan; 
b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi per ncanaan program, 

kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian 

program, kegiatan dan anggaran; 
ct. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi elaporan capaian 

kinerja; 
e. melaksanakan verifikasi pengelolaan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; 
f. melaksanakan fungsi akuntansi; 
g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keu 
h. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
1. mengelola data dan informasi; 
j. mcnyusun bahan tindak lanjut basil pemeriksaan; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); d 
I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

k. pengendalian, pernbinaan, pengevaluasian oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses ai dengan bidang, 
tugas dan fungsinya. 

bidang-bidang: 
capaian kinerja, 

Pasal 7 ayat (2), 

ketatalaksanaan, 
an barang milik 
ologi informasi, 

Pasal 8 

j. 

1. 

g. 
h. 

f. 

or.am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
S kretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas; 
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiat 
d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluas 

sasaran, program dan kegiatan; 
e. pernbinaan pengelolaan administrasi umurn melipu · 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelol 
daerah.bahan kerjasama, sarana prasarana te 
perpustakaan dan kearsipan; 
pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 
pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil peme · saan; 
pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayan (SP); 
pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJA Analisis Beban 
Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 



Paragraf2 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 
(1 Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin ole seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya ber da di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang adminis rasi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan adrninistr si umum meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengel laan barang milik 
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana t nologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 

c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang mili daerah meliputi 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapu dan pelaporan 
barang milik daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan 
kepegawaian; 

e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); 

f. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan 
(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kcgiata , . 

Bagian Ketiga 
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan asyarakat 

Pasal 11 
(1) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdai aan Masyarakat 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam me! sanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepal Dinas. 

(2) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberd aan Masyarakat 
mempunyai tugas menyelenggarakan bidang kelemb aan masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 12 

Diam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
Bi~ang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberday an Masyarakat 
m nyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat; 
c. perumusan bahan bimbingan dan kerjasama di bid g kelembagaan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; 
d. perumusan bahan kebijakan teknis fasilitasi bid kelembagaan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat s bagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. pengoordinasian kegiatan gotong royong rnasyarakat; 



Paragraf 1 
Seksi Kelembagaan Masyarakat 

Pasal 13 
(1 Seksi Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang epala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberd yaan Masyarakat. 

(2 Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang kelembagaan asyarakat; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kelembagaan m syarakat; 
c. menyusun bahan bimbingan dan kerjasama pemb rdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan; 
d. menyusun bahan kebijakan fasilitasi pember ayaan Lembaga 

Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tug s; 
e. melaksanakan pengembangan kegiatan pengelola dan menyusun 

data kelurahan di bidang pembangunan, ~otensi, lembaga 
masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat; J 

f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Paragraf2 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 14 
( 1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seoran Kepala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberd yaan Masyarakat. 

(2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan asyarakat; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan asyarakat; 

f. penyelenggaraan pengembangan kegiatan pengelola dan penyusunan 
data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lei baga masyarakat, 
dan peran serta masyarakat; 

g. pengoordinasian dan fasilitasi program-program bi ang kelembagaan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai de gan pedoman dan 
ketentuan yang berlaku; 

h. pengoordinasian dan fasilitasi program kerja dan kegiatan urusan 
kerjasama/ bantuan kelembagaan masyarakat d pemberdayaan 
masyarakat dari tingkat provinsi dan pusat sesuai engan ketentuan 
scbagai pedoman pelaksanaan tugas; 

i. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembanga kelurahan serta 
lomba kelurahan; 

J. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pel anan (SP) bidang 
tugasnya; 

k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan · dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 



perempuan; 

d teknis 

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pernenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seo ang Kepala Bidang 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baw dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2i Bidang Pemberdayaan Perernpuan, Pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tuga menyelenggarakan 
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan 
perempuan dan anak. j 

Pasal 16 
D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 15 ayat (2), 
B dang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan 
P rempuan dan Anak rnenyelenggarakan fungsi : r 
a perumusan program kerja bidang pemberdayaan pere puan, pemenuhan 

hak anak dan perlindungan perempuan dan anak; 
b perumusan bahan kebijakan bidang pemberd aan perempuan, 

pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan d anak; 
c. penyelengaraan pengelolaan data dan informasi peng usutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak an , pencegahan dan 
penanganan kckerasan terhadap perempuan; 
penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pember ayaan perempuan, 
pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan ekerasan terhadap 

Pasal 15 

I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keempat 
idang Pemberdayaan Perernpuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan 

Perernpuan dan Anak 

j. 
l. 

f. 

knis pengumpulan 
asi pembangunan 
ar tercapai akurasi 

pemberdayaan 

a pemberdayaan c. menyusun bahan bimbingan dan 
rnasyarakat; 

d. menyusun bahan kebijakan teknis fasilit 
masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan 
data pemberdayaan masya.rakat dalam partisi 
daerah dengan melibatkan unsur unsur terkait a 
data; 
melaksanakan verifikasi dan pengolahan d ta pemberdayaan 
masyarakat dalam partisipasi pernbangunan daer h guna tersedianya 
data base pemberdayaan masyarakat; 

g. melaksanakan koordinasi penyusunan data profil ,elurahan; 
h. menyusun data potensi ekonorni masyarakat d n Teknologi Tepat 

Guna ; 
rnelaksanakan pengembangan kegiatan gotong roy ng masyarakat; 
melaksanakan pengembangan kegiatan kelompok ekonomi produktif 
pra koperasi; 

k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 



perempuan dan 

perempuan dan 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdaya 

pcngarusutamaan gender; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdaya 

pengarusutamaan gender; 
c. mengelola data dan informasi di bidang pemberday 

pengarusutamaan gender; 
perempuan dan 

(2)· 

(1 

an Gender 
Paragraf 1 

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusut 

Pasal 17 
Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutaina Gender dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan ugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pember ayaan Perempuan, 
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan d~ Anak; 
Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengaru utamaan Gender 

pengarusutamaan 
han hak anak, 
puan; 

kebijakan teknis 
ayaan perempuan, 
ekerasan terhadap 

perumusan kajian kebijakan teknis pelaksanaan 
gender dan pemberdayaan perempuan, pemen 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pere 
pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pember 
pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan 

f. 

e. 

perempuan; 
g. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan eknis pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pere puan, pemenuhan 
hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan ter adap perempuan; 

h. perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan upervisi penerapan 
kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutama gender dan 
pemberdayaan perernpuan, pemenuhan hak anak pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan; 

1. penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan gend r, pemenuhan hak 
anak dan lembaga penyedia layanan perlindungan per puan dan anak; 

J. penyelenggaraan standarisasi lembaga penyedia lay an pemberdayaan 
perempuan, pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan dan anak; 

k. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan embaga penyedia 
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mew iudkan kesetaraan 
gender dan hak anak, pcmenuhan hak anak dan lembaga penyedia 
layanan perlindungan perempuan dan anak; 

l. pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerap kebijakan teknis 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pember yaan perempuan, 
pemenuhan hak anak dan pencegahan dan pen ganan kekerasan 
terhadap perempuan; 

m pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayan (SP); 

n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaj oran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses ai dengan bidang, 
tugas dan fungsinya. 



I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Seksi Pemenuhan Hak Anak 

j. i dan pelaporan 
sutamaan gender 

1. 

puan; 
erapan kebijakan 

an pemberdayaan 

pelaksanaan e. menyusun bahan kajian kebijakan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perer 

f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi p 
teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender 
perempuan; 

g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pere 

h. menyusun bahan pemberian bimbingan tekn s dan supervisi 
penerapan kebijakan teknis pelaksanaan pengar sutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan; 
melaksanakan penguatan dan pengembangan embaga penyedia 
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mew iudkan kesetaraan 
gender dan hak anak; dan 
menyusun bahan pemantauan, analisis, 
penerapan kebijakan teknis pelaksanaan 
dan pemberdayaan perempuan; 

k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pen 
teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender 
perempuan; 

sunan kebijakan 
pemberdayaan 

Pasal 18 
(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang epala Seksi yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bprtanggung jawab 
kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuh Hak Anak dan 
Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemenuhan h anak; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pemenuhan hak anak; 
c. mengelola data dan informasi di bidang pemenuhan ak anak; 
d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi peny sunan kebijakan 

teknis pemenuhan hak anak; 
e. menyusun bahan kajian kebijakan teknis pemenuh hak anak; 
f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pe erapan kebijakan 

teknis pemenuhan hak anak; 
g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan knis pernenuhan 

hak anak; 
h. rnenyusun bahan pemberian bimbingan tekni dan supervisi 

penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak; 
i. mclaksana.kan pelembagaan pernenunan hak an pacla ternbaga 

pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha; 
J. melaksanakan penguatan dan pengembangan I mbaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak; 
k. menyusun bahan pemantauan, analisis, evalua i dan pelaporan 

penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak; 



m. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
dan 

I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf Ketiga 
Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 

Pasal 19 
(1 Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin ol h seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberd yaan Perempuan, 
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan d 

(2 Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai t 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perlindung perempuan dan 

anak; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang perlindunga perempuan dan 

anak; 
c. mengelola data dan informasi di bidang perlindung n perempuan dan 

anak; 
d. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi penyrsunan kebijakan 

teknis di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan s rta perlindungan 
khusus anak; 

e. menyusun bahan perumusan kajian kebijakan teknis di bidang 
pencegahan, penanganan, perlindungan d pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan serta perlindungan k usus anak; 

I f. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pe erapan kebijakan 
teknis di bidang pencegahan, penanganan, erlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan s rta perlindungan 
khusus anak; 

g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan teknis di bidang 
pencegahan, penanganan, perlindungan daJj pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan serta perlindungan khusus anak; 

h. menyusun bahan pemberian bimbingan tekni dan supervisi 
penerapan kebijakan teknis di bidang penceg an, penanganan, 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korb kekerasan serta 
perlindungan khusus anak; 

i. melaksanakan penguatan clan pengembangan I mbaga penyedia 
layanan perlindungan dan pemberdayaan pe empuan korban 
kekerasan serta perlindungan khusus anak; 

J. menyusun bahan pemantauan, analisis, evalua · dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang pencegaha , penanganan, 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korba kekerasan serta 
perlindungan khusus anak; 

k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar operasronai 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 
dan 

I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 



(7) 

(6) 

(5) 

( 1) 
(2) 

Pada DPMPPA dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fung ional. 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks ct pada ayat (!) 
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fun sional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli nya. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seba aimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan pera uran perundang­ 
undangan. 
Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional d pola hubungan 
kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u dangan. 
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris clan/ a1au Kepala Bidang 
dan/ atau Kepala Seksi/ Kepala Subbagian sesuai enis dan jenjang 
jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksan an tugas jabatan 
fungsional. 

Bagian Kelima 
UPTD 

Pasal 20 
(1 Pada DPMPPA dapat dibentuk UPTD. 
( UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibed an dalam 2 (dua) 

klasifikasi. 
(3 Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) erdiri atas : 

a. UPTB Kelas A untuk mewadahi be ban kerja yang b sar; dan 
b, UPTB Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang k cil. 

(4 Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5 Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf b, terdiri atas : 
a. Kepala; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6 Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), cliatur 
dengan Peraturan Walikota tersendiri. 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 21 



menduduki jabatannya dan 
ditetapkann pejabat baru 

Pasal 26 

Pejabat yang ada pada DPM~PA tetap 
melaksanakan tugasnya sarnpai clengan 
be~dasarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

BABY 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25 

Urfan tugas DPMPPA cliatur lebih lanjut dengan P aturan Walikota 
te endiri. 

kepada perangkat 
kerja. 

(2) 

(1) Setiap pimpinan pada DPMPPA wajib menyampaikan I poran pelaksanaan 
tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan asing-masing. 
Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan dipergun an sebagai ba.han 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk me berikan petunjuk 
kepada bawahan rnasing-masing. 

(3) Setiap laporan DPMPPA tembusannya dapat disampaik 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubung 

(3 ala Seksi masing­ 
pembinaan dan 

hasil pelaksanaan 

mengoordinasikan 
bagi pelaksanaan 

(2 

ii langkah-langkah 
g-undangan yang 

(1 

Pasal 23 

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan dan mengam 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perund 
berlaku apabila terjadi penyimpangan. 
Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan 
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunju 
tugas bawahan 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Ke 
masing bertanggung jawab memberikan bimbing 
petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasi 
tugas menurutjenjangjabatannya masing-masing. 

Pasal 24 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 22 
alam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib enerapkan prinsip 
oordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi s cara vertikal dan 
orizontal baik di lingkungan masing-rnasing maupun d ngan instansi lain 
suai dengan tugasnya 



No. JABIITAN PARAF 
1. SEr.n;·-- .. 

L,..;;2;;;. • ..i ., s•·-'~--:-- ·--...-i r- ,.,.,:::-1, .• ,•t J 

3. KA&AC0H(~M ti 
4. KASUBAG I .... .__ •. +. 

PENANGGUNG J WAS 

SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 OMOR 76 

s 

Dfundangkan di Pekalongan 
p da tanggal 30 November 2020 

M. SAELANY MAC F'UDZ 

Ttd 

WALIKOTA PEKAL 
Cap 

Ditetapkan di Pekalo gan 
pada tanggal 30 Nove ber 2020 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng dangan Peraturan 
W ikota ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah K ta Pekalongan. 

raturan Walikota 
sunan Organisasi, 

Perempuan dan 
2016 Nomor 74), 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 
P da saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, 
P kalongan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, S 
T gas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
P rlindungan Anak (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahu 
d cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28 
P raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundan kan. 
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